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KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI Nany Suryawatir Email: Abstrak Kedaulatan berkaitan dengan suatu negara, sehingga kedaulatan ini baik
internal maupun eksternal merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan dalam tulisan ini, akan dibahas tentang kedaulatan ralgtat yang
termaktub dalam konstitusi negara. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini dalam konsep demokrasi konstitusional, Badan Legislatif sebagai badan
yang memproduksi hukum dianggap sering melakukan kekeliruan, ,oleh karena itu kedaulatan ralqtat dijelmakan ke dalam lembaga-lembaga negara, dan
lembaga-lembagct ini dipercaya sepenuhnya melaksanakan kedaulatan ralqtat, kondisi ini berbanding lurus dengan persetujuan diam- diam atas potensi
penyimpangan yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga tersebut. Konstitusi merupakan penjelmaan otentik dari seluruh keinginan ralgtat, sebagai
penjelmaan tertinggi ralgtat dalam negara hukum modern, dan ralgtatlah yang menunjuk wakilnya melalui konstitusi demi mewuiudkan keinginan-
keinginannya. Berdasarkan konstitusi, ralryat menetapkan kekuasaan institusi-institusi pelaksana kedaulatan, oleh sebab itu penyimpangan yang dilakukan
oleh lembaga negara penerima mandat kedaulatan ini, analog dengan penyimpangan kedaulatan ralryat. Kedaulatan ralgtat yang telah diwakilkan kepada
lembaga negara, dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan keinginan/kehendak ralqtat , yang
bertujuan untuk mensejahterakan ralqgtat. (dari ralgtat, oleh ralgtat, untuk ralgtat). Untuk itu, diperlukan teori-teori yang mendasari terbentuknya
konstitusi, sehingga jelas pelaksanaan kedaulatan ralgtat yang dianut oleh Negara Indonesia. Kata Kunci : Kedaulatan Rakyat; Konstitusi; Negara Hukum
Pendahuluan Kedaulatan merupakan padanan istilah 'sovereignty' (Inggris) 'souverainete' (Perancis), 'souvereiniteit' (Belanda), 'sovranus' (Italia), yang
berasal dari kata 'superanus ' (Latin), yang berarti : "tertinggi". Sebagai istilah politik, kata 'sovereignty timbul pada abad 15, dan sarjan yang
memperkenalkan istilah ini adalah Jean Bodin (Peranxcia) dan Thomas Hobbes serta John Austin (Inggris). C.F.Strong memberi arti internal sovereignty
sebagai " the supremacy of a person or body of persons in the state over the individuals or gssociation of individuals within the area of its jurisdiction " ;
'Fuk rltu. Hukum Universitas Katolik Darma Cendika 116 independence of one state as a u,hole reference to all other states"l. Berdasarkan sedangkan
untuk eksternal sovereignty diartikan sebagai berikut ; " the gbsolute pengertian dari C.F. Strong ini , maka dapat diartikan bahwa kedaulatan eksternal
dalam kaitan hubungan antara suatu negara dengan negara lain adalah termasuk dalam ranah Hukum Intemasional, sedangkan kedaulatan internal adalah
kedaulatan dalam hubungannya dengan kekuasaan dalam suatu negara, sehingga masuk dalam ranah Hukum Tata Negara; Menurut 'Black's Law
Dictionary',' sovereignty' diartikan sebagai: |) 'supreme dominio, authorie, or rule ' ; 2) ' the supreme political authority of an ndependent state' ; 3) ' the
state itself ,.2 Jimly Asshiddigie, mengemukakan 5 (lima) teori kedaulatan, yaitu Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara,
Teori : Kedaukatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum; sedangkan Komisi Konstitusi mengemukakan 4 (empat) Teori Kedaulatan, yaitu : Kedaulatan
Tuhan (Gods Souvereiniteit) dan Kedaulatan Rakyat (Votks Souvereiniteit). 3 penganut Teori Souvereiniteit), Kedaulatan Negara (Staats Souvereiniteit),
Ked,aulatan Hukum (Rechts Kedaulatan Rakyat antara lain : Johannes Althusius berpendapat bahwa dasar kekuasaan raja diperoleh dari kedaulatan rakyat
yang berdasarkan hukum alam, dari individu- individu dengan melalui perjanjian masyarakat, membentuk masyarakat dan kepada masyarakat inilah para
individu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja.a pad,a dasarnya sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok besar yang disebut
masyarakat, melakukan suatu perjanjian untuk mengatur segala kegiatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, agar setiap individu terpenuhi hak dan
kewajibannya, sehingga terjadilah suatu kesepakatan untuk membuat suatu aturan, inilah dasar dari perjanjian yang terjadi dalam masyarakat. Immanuel

adalah kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah rakyat sendiri,
jadi peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan/kehendak rakyat, dengan demikian, rakyatlah yang memegang kekuasaan terlinggi atau
kedaulatan ada ditangan rakyat.s Berdasarkan pendapat para penganut teori Kedaulatan Rakyat ini, dan dikaitkan dengan ajatan kedaulatan rakyat dari J.J.
Rousseau dalam bukunya yang terkenal .. " The Social Contract", yang mendasarkan pendapatnya pad,ahasil penemuannya, bahwa tanpa tata tertib dan
kekuasaan, maka manusia tidak akan dapat hidup dengan aman dan tenteram, karena manusia akan menjadi "homo homini lupus" , dan kehidupan akan
menjadi perang antar sesama manusia.6 Rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada raja, tetapi rakyat sendiri sebagai satu kesatuan dan memberikan
mandat kepada penguasa (raja), untuk menjalankan 2rbid,h.2! 3 rbid, h.29 4 rbid, h.35 t Ibid, h.35 6 tuid, tr.:0 1.17 kekuasaan rakyat tersebut, akan
tetapi rukyat dapat merubah atau menank kembali mandatnya itu, sehingga ajaranRousseau ini berdasarkan kehen dakrakyatdan penerima keseluruhan
(volente de Tous) , maupun kehendak sebagian dai rakyat (volente mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, ,, baik
generale) "7 pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak Kehendak rakyat seluruhnya (volente de Tous)
ini,hanyadigunakan sekali saja, diberlakukan setelah negarabefiii, supaya negarabisa berjalan dalam arti negara dapat sebagian dai rukyat (volente
generale), melalui kepufusan suara terba nyak yang demoikrasi di negara-negatabarut dan diikuti juga oleh negara-negaralainnyadi dunia sebagian besar
rakyatnya itu. Ajaran Rousseau inilah yang menjadi dasar dari asas menjalankan pemerintahnnya dan memperlakukan rakyatnya sesuai d,engan kehendak
ini, dermasuk Negara Indonesia. Hasil dan pembahasan dseamnuuankdeagniagt-
aunndpeamngeriinntaihaadn,ablaerhdapseanrkjealmnapaenratkaerahnenpedraukndsaenbga-guinadnanbgeasnayrarnagkbyeartl,akdua,n Negara yang
menemp atkan kekuasaan terting$ ada ditangan rakyat, berarti
ionfithuenfpuekopmlee,nfyoerletshaeikpaenoppleer)m;adsaanlanheagnarsaeicnairadisdeabmuati
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KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI

Many Survawiti’
Email: p i vabsoo conm

Abstrak

Kedanlotan berkoiten dengpan swate negarn, sehingga kedaulatan i bafk
infernal manpun efsternad weruparan bekuwasoan feriingg dolam st
negarg, dan dalom tulisa i, akan ditvbay sentang tedamdaran rakyal vang
termtaktud dolam konstitusi negara. Seiving dengan perkembangan wakty,
saat ind dalam Konsep demokeas) honstitusional, Badan Legislanf sebagai
badan vang memproduksi fukum dianggep sering melakukan kekeliruan,
sifehy keerena (it Redeulatan rakyal difelmakon ke dalom lembaga-lembapn
negar. dan Jembaga-lembagn ini dipereava gepemimia melaksanaban
kedanfaian radbyat, kondixt ind berbandine lers dengan persefuivan diom-
digm aius potensi pemyimpotgen vng mengkin safo difamsan olel lemboa
tersebut, Konstitusi merupakan penfelmaan otentik davl selurch beinginan
rekal, et penfelmean tertinggd ralyal dolam megara ukum modern,
dan rakyvoiah vong meniniok wakilava selalel Fonstitesd dend mewiftidfan
keinpinan-teinginanmya.  Serdavarkan  konsiiuss,  rakyal mrenelgphan
kekuasoan  instiusi-institusi pelaksang  kedmufasan,  oleh sebab  itu
pervimpangan vang dilokukan ofeh lembaga negura pererima manadai
kedaedatan Ind,  onalog  dengen pervimpangan fedaidatar rakya
Kedaulatan  rggyot yang telah  divwakiifan  kepoda lembaga  megora,
ditofvenakan  menwen! ketenfuon  peraturan | perundang-undangan | Vg
barfake, karena sesuai denpon heinpinanfehendak rolvar | vang bertujian
wenseeele mansejahterakon rofar fdord rakvar, ofel rafvat, wnfok rakvat)l
Limtnk itw, diperfukon feori-teor vang mendasar] terbenngmya konstites,
sefinged jeluy pelokvanaon bedanlotan rekval yvamg dianat olell Negara
Tnalonesia,

Kora Kunci @ Kedaulatan Rakyar; Kenstitusi; Negara Hukun

Pendahuluan

Kedaulatan merupakan padanan istilah severcignny ' (Inggnsy sorverainele
(Perancis), ‘sowvereinifeir” (Belanda), ‘sowveames ' (Malia), vang berasal dari Kata
‘superanus ' {Latin), yang berarti : “tertinggi”, Sebagai istilah politik, kata “sovereignty
timbul poada abad 15, dan sarjan vang memperkenatkan istilah ini adalah Jean Bodin
{Persnxeia) dan Thomas Hobbes senta John Austin (Inggris). C_F.Strong memben ari
intemmal sovercigan sehagal * the supremacy of a person or body of persons i the slate
over the individualy or association of rdividualy within the arem of fts furisdiction ™ 5

! Fabuhias Hubum Universisas Karolik Darma Cendika
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sedangkan untuk eksternal sovereignny diantikin schagai berkut = * she ahvolise
tndependence of one stare as @ whele reference 1o all other states” . Berdasarkan
pengertian dan C.F, Strong ini , maka dapat diartikan bahwa kedaolatan  eksternal
dalam kaitan hubungan antars suatu negara dengan negara lain adalah rermasuk dalam
ranah Hukum Intemasional, sedangkan kedaulatan mternal adalah kedsulatan dalam
hubungannya dengan kekuwasaan delam suatu negara, sehingen masuk dalam rongh
Hukum Tata Negara; Menunt ‘Black’s  Low Dictiomary’’ sovereionny ' diartikan
sehagai: 1) ‘supreme dominio, authority, ov rule ' 20 * the supreme pallvical auiharin
af an nudependent steie ' - 3) ' the staie fiself 4]

himly Asshiddigic, mengemukakan 5 (fima) teori kedaulatan, yaity : Teon
Kedaulatan  Negara, Teord Kedaulatan Raja, Teon Kedaulatan Mepara, Teori
Kedaukaton Rakyat dan Te@ Kedoulatan Hukum: scdangkan Komisi Konstitusi
mengemukakan 4 (empat) Teon Kedaulatan, vatu @ Kedsulatan Tuham (Geds
Sempvereindtedt), Kedaulatan Megara (Staats Smnverednirelr), Kedonfatan Hulum (Reckis
Souverciniteit) dan  Kedaulatan Rakyat (Folks  Sowvereiniteit), * Penganut  Teon
Kedaulatan Rukyat antara lain - Johannes Althusius berpendapat bahwa dasar kfussaan
riju diperoleh dan kedaulatan rakyat vang berdasarkan hukum alum, dasi frdividue-
individu dengan melalui perjanjian masyarakat, membentuk masyarakal dan kepada
masyarakat inilah para individu menyerahkan kekussaan tersehut kepada raja ' Padu
dasarnya sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok besar vang disebut
masyarukat, melakukan sustu perjanjian untuk mengatur sepaly kegiatan vang terjudi
dulam masyarakat tersebur, apar setiup individu terpenuhi hak dan kewmpibannyu, r
schingea terjadilah suatu kesepakatan untuk membuat susty sturan, inifah dasar dari
perjanjin vang terjadi dalam masvarakat.

anuel Kant, mengatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan dan

menjamin kebebasan warga neparanyn, dolam pengertian kebebasan vang dimiksed
adalzh kehebasan dalam batas-butas peraturan perundang-undangan, dan vang berhak '
membuat peraturan  perundang-undangan  adalah  rakvat sendin, jadi peralurin
perundang-undingan adalah penjelmaoan kemavan%ehendak rakyvat, denpan demikian,
rakyatlah yang memegang kekussaan tentinggi atan kedaulatan ada ditangan rakvat,*

Berdasarkan pendapal para penganut teori Keduulatan Rakyat ini, dan dikaitkan
dengan ajaran kedaulatan rakyat dari 1), Rousseau dalam bukunya vang terkenal
The Soctal Coniract ", yang mendasarkan pendapatnya pada hasit penenmeinnya, bakwa
tanpa tatn tertib dan Kekuasaun, maka manusia tidak akan dapat hidep dengan aman dan
tenteram, karenn manusia akan menjadi “home homind lapes” , dan kehidupan akan
menjadi perang antar sesima muonusin.”

Rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada rajo, tetapi rakyat sendiri sehagai
satu kesatuan dan membenkan mandat kepada penguasa (raja), untuk menjalankan

2 Ibad, h.27
3 Ihad, h.20
4 [hid; h.35
" Ibid, h 35
" Ibid. b3
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kekuasaan rakyat tersebur, akan tefapi rukyat dapat merubah atau menarik kembali
mandatnya itu, sehinggs ajaran Rousscau ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima
mandat menjulankan kekuasaan i harus scjalan dengan kehendak rakyar, * baik
keseluruban fvalente de Tous) | manpun kehenduk sebagian dari rakyat fuofesse
generale) ™’

Kehendak rakyat seluruhnys (volente de Tous) ini. hunya digunakan sekali saja,
peda saat pembentukan negars;, melalui petjanjian masvarakat; sedangkan kehendak
sehaman dari rukyvat  fveofenre genevale), melalui keputusan suwarn terbanyak vang
diberlakukan setelah negara herdiri. supiya negara bisa berjatan dalam arti negara dapat
menjalankan pemenntahanya dan memperlakukin rakyatnya sesuni dengan kehendak
sebugtan besar rakyatnyn itu. Ajaran Rouwssesu inilak vang menjadi dasar dari nsas
demoikrasi di negara-negara barat dan diikuti Juga oleh negara-negara lainnya i dunia
ini, fermasuk Negara Indonesia,

Hasil dan Pembahasan

Negara vang menempatkan kekuagaan tertinggi ada ditangan rakyat, berart
semua kegiatan pemenntahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaky,
dan undang-undang ini @lalah penjclmaan kehendak sehapian besar rakyat, dan
pemerintahan dikatakan - “dari rakyal, oleh rakyat dan untuk rakyat' ¢ from the penpie,
af the people, for the pecple): dan negara ind discbut negara demokrasi; nilai demokrasi
ini untuk menyelesaikan permasalahan secars damut dan melembaga, sehingga apabila
terjadi perubahan, dilakukan secara dumai, melalui peraturan perundang-undangan vang
dibuat oleh wakil-wakil rakavat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak
schagian  besar rakyat, denpan mengakui keberagaman serta: menjamin tewuudn v
keadilan yang merata.

Kedaulatan rakyat atau demokrasi nilah yang menjodi dasar pemikiran para
pendini negara Indonesia dahulu, bahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan
demokrasi negars-negars baral, karena demokrasi Indonesia berdasarkan pada
pamusyawaratan yang mendatangkan kesejahterain sosial, dan rakyal mempunyid hak
untuk  menentukan nasiboya sendid, dalam  arti seluns-luasnya, tertama dalam
menyusun - pemerintahan  sendini dan mengatur  ekonominys  sendir,  untul;
mensciahierakan dinnya sendiri. Demolorasi seébenamya merupakan suatu gAisan atm)
ide dalam melaksanakan kegiatian pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara.
Seluruh kegiatan dalem pemcrintahan  berdasarkan peraturan alau hukum  yang
berlaku.yang di kuasakan kepada pimpinan pemerintahan ilembaga eksekutif) oleh
rakyat, dan jugn semua peraturan di buat aleh rakyal melalui wakil-wakil rakvat dalam
lembagn legistutif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rukyat baik hak-uk
kebebasan sipil, maupun hak-hak politknya, Kebebasan hak-hak rakyat i tidak tanpa
batas, tapi dibatasi oleh peraturan vang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstifusi
negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secars arif dan bijaksana, melalui

" Ibid, h.37
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SIPENDIKUM | 2018

kekuasaan rakyat tersebut, skan tetapi rakyat dapat merubah atau menank kembali
mandatnva itu, sehingga ajaran Roussenu ini berdasarkan kebhendak rakyat dan penerima
mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, * baik
keseluruban (veleste de Tous) . maupun kehendak sebagian dari rakyst (volense
generile) i

Kehendak rakyat selurshnya folente de Tous) ini, hanya digunakan sekali saja,
pada saal pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak
sebagian dari rakyat fvolente gemerale), melalw keputusan suara terbanyak yang
dibertakukan setelah negara berdin, supaya negara bisa berjalan dulam arti negara dapat
menjalankon pemerintahnnya dan memperinkukan rakyatnyn sesuai dengan kehendak
sebagian besar rakyatnya itu, Ajaran Rousseau inilah yung menjadi dasar dan asas
demoikrasi di negara-negara barat dan ditkutl juga oleh negari-negara lainnya di dunia
ini, termdisuk Megara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Negara vang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti
semua kegiatan pemenniahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan undang-undang ini gjaluh penjelmaa kehondak - sebagian hesar rakyat, dan
pemerintahan dikatakan - “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat® ( from the peaple,
of the people, for the people); dan negura ini disebut negara demokrasi; nilai demokras
ini untuk menyelesaikin permasalahan secara damai dan melembagn, sehingga apabila
terjadi perubahan, dilakukan secara damai, melalui peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh wakil-wakil rakayat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak
sebagian besar rukyat, dengan mengakui keberagaman seria menjamin bewujudnys
keadilan vang merata,

Kedaulatan rakyat atau demokrasi milah yang menjadi dasar pemikiran para
pendir negara Indonesia dahulu. hahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan
demokrasi negara-negara barat, karcma demokrasi Indonesia berdasarkan pada
permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak
untuk menentukan nasibnys sendin, dalam arti seluns-luasnys, terutama dalam
menyusun  pemerintahan  sendiri dan mengatur  ckonominys  sendini,  wntuk
menscjahterakan dirinya sendiri. Demokrasi sebenamya merupakan suatu gagasen atau
ide dalam melaksanakan kegiatan pemenintah dalam pemerintahan pada suatu negara.
Sclurub kegistan dalam pemerintahan berdasarkan peraturan atau hukum yang
berlakuvang di kuasakan kepada pimpinen pemenintahan (Jembaga ekschutif) aleh
rakyat, dan juga semua peraturan di buat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam
lembaga legislatif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rakyat baik hak-hek
kebebasan sipil, maupun hak-hak politiknya. Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak tanpa
hatas, tapi dibatasi oleh peraturan vang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstitusi
negara, Pelaksannan kedaulatan rakyat int dilakukan secara arif dan bijaksana, mealui
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kekuasaan rakyal tersebut, skan tetapn rakvel dapat merubah atay menark kembali
mandatnya ite, schingga &jaran Rousseau ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima
mandat menpalankan kekusssan ity harus scjalan dengan kehendak rekyvat, © bk
keschuruhan fvolende @e Tows) , maupun kehendak  schagian dan rakyat (vedowe
generale)

Kehendak rakvat selumahnya (volense de Tous) i, honya disunakon sekali sajo,
pada saal pembentukan negars, melalul perjanjian masyarakat; sedanghan kehendak
sehagian dari rakyat  fvofense generale), melalui keputusan suara terbanyak yoang
diberlakukan setelah negara berdin, supava negara bisa berjalan dalam ari negara dapat
menjolankan pemerintahnnya don memperlakokan rakyatnve sesuai dengan Kehendak
sehagian besar rakyainya i, Ajaran Rousseaw inilah vang menjacdi dasar dari asas
demoikras: di negara-negara barat dan dikut juga oleh negara-negara lainnya di dunia
ini, termasuk Negara Indonesia,

Hasil dan Pembalasan

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyal, berarti
semua kegiatan pemenintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yung berlaku,
dan undang-undang ni pdalah pemjelmaan kebendak sebagian besar rakyat, dan
pemerintzhan dikatakan : %n' rakyat, olch rakyal dan untuk rakval’ { fromr the peopie,
af the peaple, for the people); dan negara ini dischut negare demokrazi; nilai demokrasi
ini untuk menyelesaikan permasalahan secara damas dan melembaga, selungga apabila
terjadi perubiahan, dilakukan secara damai, melalui peruturan perundang-undangan yang
dibual oleh wakil-wakil raksyal dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak
schogian  besar rakynt, dengan mengeokui keberngeman serta menjomin lewnjudnya
keadilan vang merata

Kedaulatan rakyvat atau demokrass imilah vang memadi dasar pemikiran para
pendini negara Indonesia daheln, bahwa demokrasi Indonesia adaloh berbeda dengan
demokrast  nepara-negarn barsl,  karena  demokms  Indonesia  berdasarkan  pada
permusymwaratan vang mendatangkan kescjehteraan sosial, dan rakyat mempuanyai hak
untuk mepentukan nasiboya sendin, dalam arti seluss-lussnys, terutama  dalam
menyusun  pemenniahan sendiri dan omengatwr  ekonominya  sendin,  untuk
mensejalterakan dirinya sendiri. Demokrasi schenamyr merupokan suatu gagasan slau
e dalam melaksanakan Kepiatan pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara,
Beluruh kcgiatan dalam pemérintahan berdasarkan pernturan atan hukum  yang
berlokuyvang di kuasakan kepada pimpinan pemerintaban (lembaga eksekutif) oleh
rakyat, dan juga scmua peraturan di buat oleh rakyat medalun wakil-wakil rakyat dalam
lembugy legiclatif, dan ady perlindungan terhadap hak-hak rakyat baik hak-hak
kebehasan sipil, maupun hak-hak politiknya.. Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak ranpa
batas, lapi dibatasi oleh peraturan vang berlaku dan tefah ditctapkan dalam Konstitus
negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara arif dan bijaksuna, melalw
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musyawarak, karena kedaulatan rakyat ini merspakan doser dan demokrasi dan
perwujudan dan kehendak mkyat, dan keadilan, karenn keadilan ini merupakan fujuan
utama dan hukum, dan dalam keadilan 1w mengandung persamaan hak bagi tiap
individu adalah salah satu syarat penting untuk memperoleh keadilan, Hal ini sesuai
dengan pendapat M. Tahir Asgry, tentang ciri-cin negara hukum Pancasila vang ada di
negara Indonesia. yvaitu - * (1) ada hebungan ¥ang cral anlar agama dan negara; {2)
bertumpe pada Ketuhanan yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam ari yang
pasitif; (4} ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan
dan kerukunan. Berdasarkan cirggin puham negara hukum Pancasila, ada unsur-unsur
pokok negari hukum Indonesia, yaitu : (1) Pancasila: (21 MPR; (3] Sistem Konstitus ;
{4) persampan; dan (3} peradilan bebas =~ ° a
Pengertian konstitusi sendin, dapat dipahami dalam arti lus dan dalam aet
“&empit, Perspekul politik konstitusi dalam anti luas, menggambarkan selurub sistem
ketatancgaraan suatu negara dan sehagian bersifar kebiasaan ketatanegaraan, (termasuk
persetujuan, adal atad konvensi) yang dikatukan bersifat ckstra legal. Di samping it |
konstitusi dapal diartikan dalam m formil dan dalam arti materiil, adn keterkaitan
secara historis aniara pengertian konstitusi dalam arti luos dan daggn ami sempil,
Bolingbroke mengartikan konstitusi dalom arli luas, adalah kumpulan hukum, institusi,
dam adat kebissaan yang ditarik dan rasio tertentu yang membentuk Sistem umum yang
menimbulkan kepatuhan masyarakat untuk diperintab,”

Mukna konstitusi ini mengalami perkembangan vang lehikh mengarah puda duaty
dokumen tertulis yang menjadi cin konstitusi di semua negara di dunia, dan UUD hanya
sebapian dan konstitusi. Menusrut K.C Wheare, lebih cenderung pada  konstitusi dalam
arti sempit, karena merupakan kumpulan beberapa dokumen yang terkakit secars et

Apabila kita mencermati Undang L'nﬁng Dasar 1945, dalam Pembukaan
tampok ada keterkaitun antara 4 (empat) teon yaitu : Teorl Kedaulatan Negara, Teon
Kedaulatan Tuhan. Teori Kedaulatan Hukum dan Teori Kedaulatan Rakyat, Akan
tetipa, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 ada dua paham yaitu
‘KeTuhanan Yang Maha Kuasa™ dan * KeTuhanan Yang Maha Esa™; secars etimologi.
istilah “keTuhanan Yang Maha Kuasa merupakan padanan dari kedaulatan Tuhan atas
kekuasaan tertinggl ada pada Tuhan, hal i mempertegas dianutnys kedaulatan Tuban
datam Undang Undang Dasar 1945, khususnya dalam alines ketige Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945, Sedangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945, telah ditegaskan babwa !ﬁﬂ“'lcsi.a menganut teort Kedaulatan Rakyat dan
dalam Undang Undang dasar 1945 pada Pasal 1 ayai {2) dikaiskan hahwa : “Kedaulaian
adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenubnyas oleh Majels Permusyawaratan
Rakyal”, dengan demikian dapat disimpulkan dari adanva pemilihan  umum,
perlindungan hak asass manusia gntara lain hak uniuk bersrikat dan berkumpul, serta
mengeluarkan pendapat baik lisan mawpun tulisan, mempertegas bahwa Indonesia

' Thid, hA |
! Ihid, b.59
" Thid, b6
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menganut teori Kedagpian Bakyat. i samping itu, dalam alinea empat ini juga
mengatakan bahwa * disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam ssatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia™; hal ini menunjukkan juga bahwa Indonesia
mengunut Teorl Kedoulatan Hukum karena Indonesia adalah Megara Hukum. a!uh
karena i, Undang Undang Daszar 1945 sebelum perubahan, menganut 4 {empat) teor
kedoulntun yaitu : Teor Kedauslatan Tuhan, Teori Kedaulatan Negara, teori Kedaulatan
Rakyat dan Teor Kedaulatin Hukum. Berdasackan i, dapsd dipabam: bahwa manusia
schagal mahluk ciptaan Tuhan dan sebagai manusia dalam suatu negara vang berarti
sebagai rakyal, yang diben amanah oleh Tuban dalam mengelola negara, dalam hal o
kedaulutan rakyat, vang dilaksanaknn melaluni mekanisme organisasi kenegaraan,
khususnya dalam membual produk bukum vang mencerminkan prinsip-prinsip ajarn
Tuhan sera prinsip-prinsip perlindungon Hak Asasi Manusia sebagai sustu unsur yang
ﬂ':miﬂg dan kedaulatan rakyat, demi kesejahteraan rakyal, karena pada dasamyva
pemenmlahan yang dilakuban - * dan rakyat, oleh mjanx dan untuk rakyat”. Pengertian
“sepenuhnya” lebih menckankan pada kedudukan Majelis Permusyawaratan Hakyat
sehagal lembaga tertinggi negara vang melaksanakan Kedsulatan rakvat, dan kekuasaan
Majelis Pemmusyawar Rakoynt didistribosikan kepadn lembopa negars vang berada
dibawah nya, seperti @ Dewan Perwakilan Rakyai, Presiden, Mahkamah Agung, Badan
Pemeriksa Kevangan, Dewan Pertimbangan Apung.

Hgh ini menunjukkan adanya Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakoynt,
schingga tidak ada system checks and balances antar cabang kekunsaan mepara, serls
memberikin kekussansn sangal besar kepadn  Presiden  ‘execudive feavi’, schingga
peranan  Presuden  sangat besar dalam  penyelenggaraan negara, vang berakibal
me'lemah’ nva am Kedaulatan Rakyat, Adanya pembaharuan ketatenegaroan melalu
peru Undang Undang Dasar selama 4 (empat) tahap,

gcara umum, pengertian konstitusi vang dikemukakan oleh para ahli, relatf
suma, dan konstitusi dibust untuk mengutur pembagian dan pembatasan kekuasaan
dalam negara, mengatur perlindungan hak asas manusia secara konstitusional, dan vang
teriilams mengaiur huhungen entarn penguasa dan rakyat, karena sehgnamya kekuasaan
negarn ada ditangon rakyat, wvang menganut kedaulaton rakyat. stitusi schaga
sumber hukum vang tedinggl. mengatur maksud dan tujuan terbentubmyva suatu negara
seria gackan bahwa negars yang terbentuk int, menganut teon kedaulatan rakyat.

crubahan Undang Undansg dasar 1945 menjadi Undang Undang Dasar MNegara
Republik Indonesia 1945 (UUD ]"-’ﬁ 19435), Majchs Permusvawaratan Rakyat (MPR) .
terkena dampaknya, karena dalam Undang Undang Dasar NEIO 1945, MPR fidak lag
ditafsirkian sebagai satu-=atunya pelaksano kedaulatan rakyat. dan tidak o ditafsirkan
hahwa kckuaﬁamﬁuﬂ‘ﬁ tidak terbatas, di samping itu MPR bukan lzgi sebagai lembaga
tertinggd megars, Hdak lapl menetapkan Gans-garis Besar Haluan Negara (GBHN) vang
herluku sclama 5 (lima ) tahun, dan yang ferpenting , MPR bukanlah sebagai tempat
Presiden mempertangguniawabkan jelannyva pemenntahan, karna Presiden bukan lag
mandaturis MPR dan tidak dipilik oleh MPR. Di samping itu, MPR tidak berangeotakan
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anggoia EPR, utusan dacrah dan utusan gelongan. melainkan terdiri Jari angzota DPR
tan anggotn DPD,

Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat karena rakyat vang berdauiar dalam
negara, memmbulkan suatu aturan yang mendasar untuk mengendalikan tingkah loko
pengunss.serta mencegnli kemungkinan terjadinya perbuatan seweniig-wenangan dari
penguasa, yang sebenarnyn hanya bekerjas untuk  mewujudkan ketngiman - rakyval.
Keinginan rakyat im, secars keseluruhan merupakan hasral mosyarakal terpisah, untuk
menjamin aksi bersama yang efektif, sekaligus juga letap mempertzhankan hak dan
kepentingan: sendin-sendiri. Oleh karena i, perubahan kenstitesi dilakukan dengan
pertimbangan yang masak, dengan sadar dan memang merupakan keherdak. di samping
iy, rakyat diberi kesempatan untuk pendapatnya sebelum dilakukan perubahan, karena
rakyat sehagai penggang kedautatan,

Adapun  komvensi  ketatanegarsan  yang  dapatl diartikan  sehagai
tindakan/perbiatan ketatanegaraon, karena dilakukan secara berulang-ulang, diterima
dan ditasti dalam prakick ketatancgarazn, withitupun bukan merspakan hukwm, dan
konvensi ini menjadi  suatu  kelaziman  dolam kefatanegaraan, dengan  tetap
memperhatikan kepentingan pemegang kedaulatan yaitu | rakyal, Untuk Tndonesia,
konvensi tumbuh menuret atay sesuai kebutuhan negara [ndonesia, oleh karena i,
perlu dipahami bahwa konvensi tidak dapat di “impor” dari sistem ketatanegaraan
hegara bamn vang pasti berbeda asas dan karakternya dengan sistem kelatatnegaran

Indoncyps '

Eﬂnﬁti‘tusi atau Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi  yang
mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negari, oleh karena itu, pelaksana
konstitusi adalab juga semua lembags negars dan segenap warga negira sesuaj dengan
kewnjiban masing-masing yang telah diatur dalam Undane Undang Chsar. Kata
“pelaksanaan” fimplenentation), terdin dari 2 (dua) konsep fungsional, vaitu @ (1)
iefentifiing constitutienal nerms and specifving their meantng: dan (2) crafiing doctrine
ar developing standards of review, "

Apabila masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam kenstinsi dan
menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan hermnegare, make dapat dipastikan
mereks mengetahu dan dapat mempertahankan  hak-hak konstitusionalnya vang telah
digamin dalsm Undang Undang dusar, Di samping ity masyarakas pun dapat berperan
aktif dalum pelaksansan hak dan  kewajibannya schagai warga ncpars, serta
berpartisipasi dalam penyelenggarsan negara sefta pemenintahan, sekaligus. dapat
melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan dapat mencegah kemungkinan
terjadinya penyimpangan atau penyulahgunaan kekuasaan yung diwakilkan dari rukyar
kepada pemerintah. Sulah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi bagi
pelaksansan konstitusi ini, berkaitan dengan kewenangan lembaga baru yaitu

" lous Thaity, Fazim Hasnidi, 15 Ni'matul Huda, 1999, Teord Do Hokus Ko, Jokaria,
. Rajaterafindo, HEER.
" Didik Sukriana, 2013, Huktm, Konstits) Dan Konsen Qtamam, Malang, Setara Press, 154

i1

e ——




SIPENDIKUM | 2018

Mahkamsh Konstitusi, yang diberi kewenangan oich gndm:lg Undang Dasar, uniuk
menguji undang undang tethadap Undang Undang Dasar. Budaya sadar berkonstitusi ini
adaluh kesadaran untuk mendapatkan perlindungan atas hak konstitusional yang
dilanggar dengan cara mengajukan permohonan pengujing konstitusional atas ketentuan
undang undang yeng merugikin masyarakal, baik secara individu maupun bersama-
sama. Budaya sadar berkonstitusi ini adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan.
Kesadaran berkonstitusi adalah upava untuk memfungsikan Undang Undang Dasar
1945 dulam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedsan antara
konstitusi  dan  konmstitusionalisme  adalah  :©  “‘Konstitusi  adalah  produk
konstitusionalisme, dan  konstitusionalizme mergpakan teori atae dokinn tentang
kaonstitusi.”"

Kesimpulan

Maszalah kedaulatan memjadi penting, karena secarn formol merupakan suam
sumber kekuasaan varg membagi-hagikan kekussaon kepada bagian yang beradi di
bawahnya. Kedaulatan adafah  kekuasaan  terbesar  untuk  menyelengeurakin
pemerintahan, herdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yang
berpedoman pada sumber hukum tertinggzi delum suatu negara yaitu Konstituss, karena
konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan, khususnya kedeulatan
rakvat. Oleh karena itu, rakyat perlu memahami hak dan kewajiban nya scbagm warga
negars vang telah diatur dalam konstitusi, sebagai suatu kesadaran dalam berbangsa dan
bernegara, dengan turut bemperan akaf delem peayelenpgaraan pemerintahan, serta
melakukan  kontrol/pengawasan  terhadap jalannya  pemerntahanuntuk  mencegah
terjadinya kemungkinan [penyalahgunaan kekwasaan yang diwakilkan i, Sedangkan
konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rude of law dalam hubungan individu dengan
pemerintah dan konstitusionalisme menumbuhkan suastu sistem yang memberikan
pembatasan terhadap wewenang pemerintsh yang dicantumkan dalam Kenstitusi, Oleh
karena it kedeulatan vang dismut khususnya oleh negara Indonesia, adalah kedaulaton
rakvar, di samping kedaulatan hukum dan kedaulatan negara,

Perlu disosialisasikan budaya sadar berkonstitust, walaupun memerlukan proses
yang panjang dan berkelanjutan, tetapi tetap harus dilakukan, agar supata setaip
individu, wvaitu rokyval, vang lergabung dalam masyvarskat. dapat mengerti dan
memahami hak dan kewajibannya scbagai wafrga negara, schingga kedaulatan rakyat
int. benra-benar tenmplentasi dalam kehidupan berbangsa dan bermegara. Adnpun
sosialisasi budava sedar berkonsttusi i, memeriuksn suatu program pemdidikan
berpolitik dan berkonstitusi bagi segenap individu, melalui kerjasama antara rakyat dan
pemerintah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi tiap individu, sehingpea
kehendak rakyat yang telah tertuang dalam Undang Undang Dasar dpat divujudkan
datam kehidupan berbangsa dan bemegara.

 Toud, b, 4%
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